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  KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya 

sehingga Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu 

(OPD, Kecamatan dan Nagari) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selaran secara 

melalui aplikasi zoom meeting pada hari Rabu – Kamis/21 – 22 Juli 2021 dapat 

terselenggara dengan baik dan lancar. 

Laporan ini menyajikan gambaran pelaksanaan Rapat koordinasi PPID Pembantu di 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyelenggaraan Rakor bertujuan untuk 

monitoring dan evaluasi terhadap kinerja masing – masing PPID terhadap pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik. Diharapkan dengan penyelenggaraan Rakor ini  ada feedback/ 

umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja PPID demi Penerapan Keterbukaan 

Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan amanah Undang – Undang 

Nomor 14 Tahun 2008. 

Agenda Rakor dilaksanakan selama 2 (dua) hari, Rabu – Kamis/21 – 22 Juli 2021 yang 

dibagi dalam 2 kategori yaitu OPD/Kecamatan dan Pemerintahan Nagari. Rakor 

dilaksanakan dengan beberapa orang pemateri yang berasal dari Komisi Informasi Pusat, 

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kab.Pesisir Selatan selaku PPID Utama yang memberikan pemahaman dan penjelasan 

terkait kewajiaban dan tugas serta fungsi PPID. 

Demikian Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi PPID Pembantu Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan ini kami buat, semoga menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur 

dalam pelaksanaan kegiatan rakor PPID serta menjadi bahan perbaikan untuk masa yang 

akan datang. 

Painan, 23 Juli 2021 
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik 

 
 
 

 
SILVIA PERMATA SARI, S.Kom 
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1. LATAR BELAKANG 

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin 

dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan 

sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya 

teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah 

informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi 

dengan baik pula dan tanpa informasi seseorang tidak akan mampu untuk berkembang 

ke arah yang lebih baik. Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk 

mendapatkan informasi. 

Keterbukaan informasi bertujuan untuk memudahkan pengawasan masyarakat 

terhadap proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Badan 

Publik/Pejabat Publik. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik 

diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-

sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan 

berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan 

kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya 

sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan 

orang lain. 

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik 

dimana OPD, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari adalah merupakan Badan Publik. 

Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP 

juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian 

hukum tentang informasi – informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan 

informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Keterbukaan 

Informasi Publik merupakan salah satu elemen penting yang harus dipenuhi sebuah 

Pemerintahan Daerah yang ingin memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang 

terbuka dengan mengedepankan prinsip – prinsip Good Governance. 

Sebuah Badan Publik dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang – 

Undang KIP pada pasal 7 dan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu : 

a. Badan Publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan 

mengenai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik 

b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  

c. Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi 

yang diterbitkan dan diterima. 

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan melakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik  dalam 

rangka meningkatkan dan mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten 

Pesisir Selatan salah satu dengan rutin mengadakan Rapat Koordinasi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir 

Selatan. Rapat Koordinadi PPID ini merupakan wahana koordinasi dan komunikasi 
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PPID dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan 

yang “Informatif”.  

2. DASAR HUKUM  

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 

KIP); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintahan Daerah; 

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik Desa; 

f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan; 

g. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir 

Selatan Nomor: 487/14/Kominfo-PS/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia 

Penyelenggara Rapat Koordinasi (RAKOR) Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pembantu (OPD, Kecamatan dan Nagari) di lingkup 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 

3. MAKSUD DAN TUJUAN  

a. Maksud Kegiatan  

Maksud dari kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 

adalah sebagai sarana penyamaan persepsi serta sebagai salah satu alat untuk 

monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi yang dilakukan oleh 

PPID Pembantu. 

b. Tujuan Kegiatan  

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

1) Untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 

2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tugas dan fungsi pejabat pengelola 

informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan; 

3) Sebagai forum komunikasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 

Pembantu se-Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pelayanan 

informasi publik. 

 

4. METODE PELAKSANAAN  

Pelaksanaan Rakor PPID Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan 

ditengah wabah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi di Indonesia 

khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga penyelenggaraan kegiatan  rakor 

dilakukan  secara daring melalui aplikasi zoom meeting  dengan beberapa tahapan 

yaitu: 
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1. Penyampaian materi oleh narasumber  

2. Diskusi dan tanya jawab 

 

5. WAKTU DAN TEMPAT 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (satu) hari melalui aplikasi zoom meeting yang 

dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :  

a. Rabu/ 21 Juli 2021 

Badan Publik : OPD dan Kecamatan dengan mengangkat tema “Pentingnya Peran 

PPID Dalam Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Guna 

Mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan Informatif” 

b. Kamis / 22 Juli 2021 

Badan Publik : Pemerintahan Desa / Nagari, dengan tema : “Peran Penting Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan Pelayanan 

Informasi yang Cepat, Tepat dan Akurat untuk Kemajuan Nagari”. 

6. NARASUMBER DAN PANITIA 

Narasumber/pemateri pada kegiatan ini berasal dari : 

a. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (Drs. Hendra J. Kede, M.Si) 

b. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Arif Yumardi, S.T) 

c. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Bidang Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik (Adrian Tuswandi, S.H) 

d. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama (Junaidi, S.Kom, M.E) 

e. Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan (Drs. Adri, M.Si) 

f. Tenaga Ahli/Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Riki Dwi Putra, S.Kom, M.Kom) 

Panitia yaitu Tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya di Bidang Statistik 

dan Pelayanan Informasi. Sedangkan yang menjadi moderator pada kegiatan Rakor 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Pesisir Selatan (Harrison Tar, S.Pi, M.Si) 

b. Kepala Seksi Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan (Silvia Permata Sari, S.Kom) 

7. PESERTA 

Peserta pada Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sebagai berikut :  

a. Semua Sekretaris perangkat daerah dan kecamatan serta Sekretaris Nagari selaku 

PPID Pembantu 

b. Staf teknis yang bertugas sebagai admin PPID Pembantu/Operator Website pada 

semua Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari 

8. ANGGARAN 

Pembiayaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. 
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9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI 

a. Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 

(PPID) Pembantu OPD Dan Kecamatan Di Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan (Rabu/21 Juli 2021) 

No. Waktu (Wib) Acara Petugas 

1. 07.30 – 08.30 Persiapan Meeting Room Panitia 

2. 08.30– 09.00 Peserta gabung meeting room   Panitia 

3. 09.00 – 09.05 Pembukaan MC 

4. 08.05 – 08.10 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Panitia 

5. 08.10 – 08.15 Laporan Ketua Panitia  Kabid Statistik dan Pelayanan 
Informasi  

6. 08.15 – 08.25 Sambutan/Sekaligus membuka acara  Bupati/Wakil Bupati Pesisir 
Selatan 

7. 08.25 – 09.30 Pembacaan Do’a  

8. 09.30 Penyampaian Materi  Moderator : 

Kepala Bidang Statistik dan 
Pelayanan Informasi   

9. 09.30 – 10.30 Penyampaian Materi : 

Topik : “Penerapan UU KIP dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”  

Komisi Informasi Pusat 

10. 10.30 – 11.30 Penyampaian Materi : 

Topik : “Optimalisasi Tugas dan Fungsi 
PPID dalam rangka Pelayanan 
Informasi Publik yang informatif” 

Komisi Informasi Provinsi 
Sumatera Barat 

11. 11.30 – 12.00 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator 

12. 12.00 – 13.30 I S H O M A 

13. 13.30 – 14.30 

Penyampaian Materi : 

Topik : “Implementasi Keterbukaan 
Informasi Publik di Pemerintah 
Kabupaten Pesisir Selatan” 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Pesisir 
Selatan 

14. 14.30 – 15.00 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator 
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b. Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 
(PPID) Nagari Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Kamis/ 
22 Juli 2021) 

 

No. Waktu (Wib) Acara Petugas 

1. 07.30 – 08.00 Persiapan Meeting Room Panitia 

2. 08.00 – 08.30 Peserta gabung meeting room   Panitia 

3. 08.30 – 08.35 Pembukaan MC 

4. 08.35 – 08.40 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Panitia 

5. 08.40 – 08.45 Laporan Ketua Panitia  Kabid Statistik dan Pelayanan 
Informasi  

6. 08.45 – 08.55 Sambutan/Sekaligus membuka acara  Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan 

7. 08.55 – 09.00  Pembacaan Do’a  

8. 09.00 Sesi 1 : 

Penyampaian Materi  

Moderator : 

Kabid Statistik dan Pelayanan 
Informasi 

9. 09.00 – 10.00 Penyampaian Materi : 

Topik : “Penerapan Peraturan Komisi 
Informasi Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Standar Layanan Informasi 
Publik Desa dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa”  

Komisi Informasi Pusat 

10. 10.00 – 11.00 Penyampaian Materi : 

Topik : “Strategi mempercepat 
Keterbukaan Informasi Publik di 
Pemerintahan Desa/Nagari” 

Komisi Informasi Provinsi Sumatera 
Barat 

11. 11.00 – 12.00  Penyampaian Materi : 

Topik : “Transparansi dalam 
Pembangunan Desa/Nagari” 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Pesisir Selatan  

11. 12.00 – 12.30  Penyampaian Materi : 

Topik : “Evaluasi Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi Publik 
Pemerintahan Desa/Nagari di Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Pesisir 
Selatan” 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Pesisir 
Selatan 

12. 12.30 – 13.00  Diskusi dan Tanya Jawab Moderator 

13. 13.00 – 14.00  I S H O M A 

14. 14.00  Sesi 2 

Penyampaian Materi  

Moderator :  

Kasi Layanan e-Government 
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15. 14.00 – 15.00  Teknis Pengisian Sistem Informasi 
Nagari (SINAR) 

Kabid Penyelenggaraan e-
Government/Tenaga TIK 

 

 

 

10. ARAHAN BUPATI PESISIR SELATAN 

Dalam sambutannya Bupati Pesisir Selatan menyampaikan hal – hal sebagai berikut : 

a. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya, 

serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik 

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan institusi yang 

mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat akan informasi yang 

bertugas dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 

pelayanan informasi di Badan Publik, serta mengawal dan melaksanakan Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

c. Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari sebagai Badan Publik 

tidak boleh lagi menutup hak akses masyarakat untuk mengetahui program dan 

kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. 

d. Dalam Pelayanan Informasi Publik, PPID-lah yang menjadi garda terdepan dalam 

memberikan jawaban dan informasi yang diminta agar tidak menimbulkan sengketa 

informasi publik 

e. Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari sebagai Badan Publik 

harus lebih meningkatkan komitmen dan tetap konsisten dalam pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik.  

f. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten informatif dengan 3 (tiga) kali berturut 

– turut sebagai terbiak I pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang 

diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat merupakan bukti bahwa 

Kabupaten Pesisir Selatan selalu berusaha mewujudkan transparansi dalam 

penyelenggeraan pemerintahan daerah. 

g. Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan 3(tiga) tahun terakhir 

merupakan atas dukungan dan kontribusi data/informasi yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan dari PPID pembantu (OPD, Kecamatan dan Pemerintahan 

Nagari). 

11. PENYAMPAIAN MATERI  

a. Rabu/ 21 Juli 2021 

Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) OPD dan Kecamatan  

di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan  

Dengan Tema : 

“Pentingnya Peran PPID dalam Meningkatkan Kualitas Keterbukaan 

Informasi Publik guna mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan 

INFORMATIF” 

1) Drs. Hendra J. Kede, M.Si (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat) 

Materi : Penerapan Uu Kip Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

“Mengawal Hak Azazi dan Hak Konstitusional Warga Negara Atas 

Informasi, Mewujudkan Indonesia Lima Besar Kekuatan Ekonomi Dunia” 
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2) Arif Yumardi, ST (Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat) 

Materi : “Optimalisasi Tugas dan Fungsi PPID dalam rangka Pelayanan 

Informasi Publik yang Informatif” 

 

 
 

 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
23 

 

 
 

 
 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
24 

 

 

 
 

 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
25 

 

 

 
 

 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
26 

 

 

 
 

 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
27 

 

 

 
 

 
 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
28 

 

 

 
 

 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
29 

 

 

 
 

 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
30 

 

 

 
 

 
 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
31 

 

 

 
 

 
 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
32 

 

 
 

3) Junaidi, S.Kom, M.E 

Materi : “ Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan 

Kabupaten Pesisir Selatan” 
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b. Kamis/ 22 Juli 2021 

Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

Dengan Tema : 

“Peran Penting Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

dalam mewujudkan Pelayanan Informasi yang Cepat, Tepat dan Akurat 

untuk Kemajuan Nagari” 

1) Drs. Hendra J. Kede, M.Si (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat)  
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2) Adrian Tuswandi, S.H (Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) 

 
 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
56 

 

 
 

 
 

 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
57 

 

 

 
 

 
 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
58 

 

 
 

 
 

 



Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan| 
59 

 

 

 
3) Drs. Adri, M.Si (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir 

Selatan) 
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4) Junaidi, S.Kom, M.E (Kepala Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan) 
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5) Riki Dwi Putra, S.Kom, M.Kom (Sistem Informasi Nagari/SINAR 2021) 
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12. TANYA JAWAB 

a. Rabu/21 Juli 2021 

1) Surmayenti (Kecamatan Airpura)  

Tanya : Apakah Notulen Rapat termasuk informasi publik dan dapat diunggah di 

website sebagai DIP? 

Jawaban : (Hendra J. Kede) sebenarnya setiap informasi di masing – masing 

Badan Publik yang berhak menentukan dan menetapkan bahwa termasuk 

informasi publik atau informasi dirahasiakan/dikecualikan adalah Pejabat 

Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) itu sendiri dengan sebelumnya 

didahului dengan proses uji konsekuensi. 

2) Fitra Handayani (Sekretariat DPRD)  

Tanya : Berapakah jumlah DIP dan berita yang harus dipublikasi biar posisi dari 

sebuah OPD masuk dalam zona hijau? 
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Jawaban : (Junaidi, S.Kom, M.E) sebagaimana yang telah kita sampaikan 

kepada seluruh PPID OPD dan Kecamatan terkait target minimal publikasi DIP 

dan berita untuk masing – masing Badan Publik. dimana target tersebut lah 

ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/141/Kpts/BPT-

PS/2021 tentang Penetapan Target Publikasi Dokumen Informasi Publik dan 

Berita di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. 

3) Adek Mulyardi (Bapedalitbang) 

Tanya : Apakah setiap dokumen/informasi yang ada di PPID, diminta harus 

melalui formulir permohonan informasi publik. Bagaimana apabila yang meminta 

informasi tersebut adalah OPD lain untuk keperluan penyusunan laporan atau 

lain sebagainya? 

Jawaban : (Junaidi, S.Kom, M.E) Tidak selalu. Untuk OPD lain yang memerlukan 

data/informasi dari suatu OPD tidak perlu melalui permohonan informasi publik 

b. Kamis/22 Juli 2021 

1) Yurman (Nagari Kambang Barat) 

Tanya :  

1. Keterbukaan Informasi Publik dibagi menjadi 2 kategori yaitu informasi 

publik yang bisa diakses dan dibuka seluas – luasnya dan informasi yang 

dirahasiakan/dikecualikan. Yang saya tanyakan aoa saja informasi yang 

dikecualikan untuk Pemerintahan Desa/Nagari? 

2. Banyak LSM/Wartawan yang mangatasnamakan Keterbukaan Informasi 

Publik yang meminta dan menanyakan kebijakan nagari seperti rencana 

kerja/rencana anggaran biaya bahkan informasi lainnya yang sensitif. 

Jawaban : 

1. Junaidi S.Kom, M.E (Kadis Kominfo) : Untuk SK Wali Nagari tentang 

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari dapat 

dicontoh dari beberapa nagari yang sudah menetapkan atau silahkan 

berkoordinasi dengan Diskominfo selaku PPID Utama.  

Untuk penetapan daftar informasi dikecualikan dapat dipedomani dan 

dicontoh daftar informasi yang dikecualikan Kab. Pesisir Selatan yang 

telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan yang 

sebelumnya telah dilakukan uji konsekuensi. 

2. Adrian Tuswandi, S.H Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat) : Jika 

ada wartawan/LSM yang meminta informasi publik/dokumen – dokumen 

yang sensitif harus sesuai dengan SOP pelayanan informasi publik. Oleh 

karena itu, sangat penting setiap Nagari menetapkan SOP yang jelas dan 

tegas sebagai pedoman. 

3. Hendra J. Kede (Komisi Informasi Pusat) : Hak pengecualian sebuah 

informasi merupakan kewenangan dari PPID, tapi sebelum harus melalui 

proses uji konsekuensi yang melibatkan seluruh lembaga nagari dan 

mungkin juga bisa dihadirkan PPID Utama dan Bagian Hukum Kabupaten. 

Wartawan dan LSM boleh saja meminta informasi/dokumen kepada 

nagari. Tapi kebanyakan sekarang adalah wartawan/LSM yang nakal. 

Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik Desa, dimana setiap permohonan informasi publik harus 

sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan dengan 
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dilengkapi dengan syarat pemohon informasi publik. Untuk perseorangan 

harus disertai KPT/Identitas Diri. Untuk LSM harus jelas legasl standing 

dengan adanya akta pendirian dari kemenkumham. 

2) Febriyani (Nagari Tanah Bakali Inderapura) 

Tanya : Selama ini belum ada pelatihan/bimbingan teknis yang terkait dengan 

Keterbukaan Informasi Publik di Desa untuk pemerintahan nagari, disarankan 

untuk dapat diadakan secara berkala agar kami di nagari lebih mengerti dan 

paham. 

Jawaban : Pelatihan/Bimtek untuk Nagari sudah direncanakan tetapi karena 

pandemi yang masih terjadi jadi kita belum bisa melakukan secara tatap muka. 

Makanya kita adakan secara daring/virtual melalui aplikasi zoom. 

 

13. REKOMENDASI 

Rekomendasi dari rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut : 

a. PPID Pembantu (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari harus membentuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan ditetapkan melalui keputusan 

Kepala OPD/Camat/wali Nagari. 

b. Mendorong percepatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di PPID 

Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

c. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada masing – masing 

PPID Pembantu dan Nagari. 

 

14. PENUTUP 

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 

dalam rangka Keterbukan Informasi Publik Tahun 2021 ini buat. 

 

 
KEPALA BIDANG 

STATISTIK DAN PELAYANAN INFORMASI 
 
 
 

 
HARRISON TAR, S.Pi, M.Si 

Pembina (IV/a) 
NIP. 19700703 199903 1 002 

 Painan, 23 Juli 2021 
 

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, 
 
 
 

 
SILVIA PERMATA SARI, S.Kom 

Penata (III/c) 
NIP. 19870323 201001 2 037 
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LAMPIRAN 

1. Dokumentasi 

2. Undangan 
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DOKUMENTASI 
 PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN NAGARI DI LINGKUP PEMERINTAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

TANGGAL 21 s.d 22 JULI 2021 

 

 
 
 

 
 

 


